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DEFINISI

¢ Batasan * Batasan
berdasarkan berdasarkan
jumlah legalitas
pekerja dan usaha, tetapi
omset batasan agak
*  90% mikro UMK thOI sumir

ormal * Mayoritas
(96% UM,
93% UK)
UMK ada di
sektor

informal*

(<5 peketja)

)

s Bttt (]

KARAKTERISTIK UMKM

INDONESIA

* Bahan baku: local, tetapi banyak yang punya
kandungan impor tinggi

* Modal: sendiri, jaringan hulu hilir, jaringan sosial
* Pasar : 14% ckspor langsung, +/- 86% lokal
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2Resilien secara sektor

* ‘Bantalan ekonomi’
pada krisis 1998 &
krisis 2008

* Penyerap tenaga kerja
terbanyak

P o

Rentan secara individu 23

* Kerentanan fisik (e.g:
penggusuran)

* Kerentanan terhadap
guncangan usaha

* Kerentanan akibat pola

hubungan dalam jaringan hulu
hilirnya

* Kemitraan: ‘mitra’ atau
‘pekerja’? Contoh
subkontrak/ taksi daring
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RUU Cipta Kerja Klaster UMKM

Kriteria UMKM

Kemitraan

Dukungan
Pemerintah

Basis Data Tunggal

Kemudahan izin
usaha

Alokasi ruang utk
UMKM di tol &
tempat istirahat

Pengelolaan Terpadu

~ UMKM

Insentif Fiskal

Pembentukan
koperasi

RUU CIPTA KERJA — Klaster UMKM

RUU Cipta Ketja

Ktriteria UMKM & Basis Data

Tidak mudah menentukan dan
mendefinisikan UMKM berbasis

Tunggal

omset

Kemudahan Perizinan

Proses perizinan sering bukan alasan
utama UMKM tetap informal?

Fasilitasi pemerintah pusat terhadap
kemitraan

Pola-pola kemitraan yang sebenarnya
eksploitatif terhadap UMKM? 4

Definisi ‘mitra’ vs ‘pekerja’
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RUU CIPTA KERJA — Klaster UMKM

RUU Cipta Ketja

Pasal-pasal dukungan Pemerintah:
pendekatan klaster, layanan bantuan
dan pendampingan hukum, prioritas
pembelian produk UMKM, insentif

fiscal dan pendanaan, penyediaan

tempat usaha di jalan tol

* Bentuk pendampingan yg
dilakukan pemerintah sering tidak
efektif dan tidak tepat sasaran

* Informal — tidak mengakses
KUR/ keringanan pajak 24>

Berbagai bentuk kerentanan UMKM
tidak terakomodasi 23

RUU CIPTA KERJA — Klaster UMKM

RUU Cipta Ketja

Koperasi primer dapat dibentuk oleh
3 orang

Melupakan makna koperasi

Akuntabilitas pengurus koperasi
terhadap anggota tidak tercantum
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RUU CIPTA KERJA — Klaster Ketenagakerjaan

RUU Cipta Ketja

Perlindungan terhadap tenaga kerja
(upah minimum, pesangon, lembur,

di

Tidak dapat diaplikasikan ke UMK
karena tingginya kerentanan pelaku
UMK sendiri

RUU CIPTA KERJA — Bab VIII

RUU Cipta Ketja

Bank Tanah
Penggantian tanah untuk
Kepentingan Umum

* Penegasan akses lahan kepada
kelompok UMKM baik di
pedesaan maupun perkotaan

* Perlu prinsip kejelasan
akuntabilitas bank tanah
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* Pendataan

* Menggabungkan proses pendaftaran UMKM sekaligus sebagai
proses untuk mendapatkan izin

* Menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai titik awal penentuan
kriterglguUMKl\/]IM & ] & P

* Mempermudah proses sertifikasi bagi UMKM

* Dukungan mengurangi kerentanan
* Mengurangi resiko kerentanan akses lahan/tanah - program
bank tanah, penyediaan klister tempat usaha di perkotaan
* Mendorong sistem asuransi-asuransi bagi UMKM yang

mengalami kerugian akibat bencana atau gaguan usaha yang
sifatnya serius

* Dukungan untuk pencapaian target penyerapan
tenaga kerja

* Dana hibah bagi UMKM/koperasi yang mencapai target
penyerapan tenaga kerja atua jaringan pemasaran yang baik

* Kredit bunga rendah kepada koperasi/kemitraan yang
mencapai target penyerapan tenaga kerja
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